
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan DaerahKabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2ot6 tentang pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu membentukPeraturan Bupa'i*tentang Kedudukan, s.r*"i"" Organisasi, T\rgasdan F'ungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
Mengingat : 1' undang-undang Nomor 5 Tahun zoo2 tentang pembentukan

Kabupaten 
- 
Katingan, Kabupaten seruyan, KabupatenSukamara, Kabupaten Lamalqau, Xabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pl?rg pisau, Kabupaten lrtrr,rrrg Raya, danKabupaten Barito Timur di prbvinsi xalimJnt"o " -i.rrg"r,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooz Nomor 1g,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 41go);
2' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oos tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oogNomor 47, Tambahan Lembarin Negara Repubrik IndonesiaNomor a281l;
3' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo+Nomor 5, Tambahan Lembarin Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah naeiarr
llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia rv"*", ++-ggtl

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 2OlL Nomoi g2,
Republik Indonesia Nomor S23a);

2011 tentang pembentukan
(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

6. undang-undang Nomor 5 Tahun 2or4 tentang Aparatur sipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5a9fl;
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7. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
paerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah d.rg*r, undang-
undang Nomor 9 Tahun zols tentang perubahan Kedua Atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2oI+ tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 10o rahun 2o0o tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Struktural
lleqbqan Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o1s)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 100 tentang pengangkatan pegawai Negerisipil dalam Jabatan struktural (Lembaran Negira Repu6tit
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran N"g*"
Republik Indonesia Nomor 4Bal;
Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 2oos tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 140, Tambahan l,eilbaran N.g"r"
Republik Indonesia Nomor aSZSI;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20os tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indbnesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun ioto
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksanaan undang-undang Nomor lz rabun zotl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZOL4 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2ot6tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2oL6 Nomor 65, Tambahan Lembaran Dairah Kabupa-ten
Katingan Nomor 35);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2ols tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubHf
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2OJ6l;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

t4.

MEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Ttrgas pembantuan
dengan prinsip otonomi seruas-luasnya datam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara {epublik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yarrg menja& kewenangan
Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
7. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan.

8. Kecamatan adalah bagran wilayah dari daerah Kabupaten/Kota
yang dipimpin oleh Camat.

9. Kelompok {3!"!"., fungsional adala tertentu dilingkungan
Kecamatan di Kabupaten Katingan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. sub Bagian Keunagan, program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi Teknologi;

3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdaya€Ln Masyarakat dan Desa;

6. Seksi Pembangunan;

7. Seksi Administrasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana dimkasud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

(1)

(21
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rucAs poKoK, FUNGS?ffilIt*rrr*oNGAN cAMAr

Pasal 4
(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat

daerah yang dipimpin oleh seorang camat;
(2) camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk *r""rrg"rri
sebagaian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan;

(3) camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib juga
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meiiputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaa.n masyarakat;
b. Menkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundanga-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi
pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan;

f. Membina penyerenggaraa.n pemerintahan desa dan/atau
kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruangIingkup tugasnya dan/ atau yang belurn d,afat diliksanakan
pemerintahan desa atau kelurahan.

(4) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3), Camat mempunyai urian tugas :

a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang
diserahkan oleh Bupati Katingan;

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat;

c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;

d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan
peratturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/
kelurahan;

f. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat;

g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan
secara umum maupun di bidang pendidikan
di wilayah Kecamatan;

h. Memberikan pelayanan administrasi semua
dilimpahkan;

pembangunan
dan kesehatan

perijinan yang

1.

j.

Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi
kepada warga masyarakat;

Melaksanakan koordinasi dibidang pembangunan
pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah tecamatan;
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k. Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, uprD,atau unit kerja yang ada diwilatah Kecamatan;
l. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintah danwarga masyarakat diwilayah Kecamatan;

permasalahan yang ada diwilayahm. Memfasilitasi semua
Kecamatan;

n. Melaksanakan penyerenggaraa"n urusan, pemerintah,
pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan;

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagran Kesatu
SEKRETARIAT KECAMATAN

pasal S
(1) sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang

berada dibawah dan bertanggungiawab kepada camat danmempunyai tugas pokok membantu camat dalam memimpin,merencanakan, meraksan*"rr, mengkoordinasi t"si"L'pelayanan dan administrasi umum, kef,egawaian, tceua?grrr,perlengkapan kerumahtanggaan, informali kehumas*., ?*,ketatausahaan serta melakianakan tugas-tugas lain sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlalri;

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sekretaris Kecamatan menyeleirggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan
ketatausahaan;

b' Penyelenggaran persiapan penJrusunan anggaran
Kecamatan;

c. Penetapan pen5rusunan rencana
pengendalian;

kegiatan dan

d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi
perkantoran, kearsipan, kerumaht"rrggaan, perlengk apa.n,
dokumentasi, perpustakaan dan kepegiwaian;

e. P.enyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di
lingkungan Kecamatan;

f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan;
g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di

lingkungan Kecamatan;

h. Pengordinasian administrasi pelayanan publik di bidang
p_enyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayafr
Kecamatan;

i. Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan
pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat Dlerah
lainnya diwilayah Kecamatarr; a"r,

j. Pelaksaan koordinasi dengan Muspika dan unit Keda di
Kecamatan.

Page 5 of 18



(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2) Sekretaris Kecamatan memp.rr[r"i uraian tug.s i-
a' Men5rusun rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan

pembangunan, dan pembinaan Kemas]rarakatan;
b. Membantu mengendalikan dan mengevaluasi rencanapelaksanaan kegiatan 

-pemerintahan, 
p6mbangur*, a*r,Pembinaan Kemasyarakatan

c. Melaksanlkan perayanan Administrasi umum danKetatausahaan;

d. Men5rusun rencErna anggaran Kecamatan;
e. Menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepara Desa;
f. Mengkoordinirpelaksanaan administrasipelayananpublik

di bidang penyerenggaraan pemerintah* da.i"h dirvilayah
Kecamatan;

g. Memfasilitasi_penetapan rumusan kebijakan pengelolaan
Administrasi Kepegawaian;

h. Melaksanakan pembinan tertib administrasi, organisasi
dan hukum di lingkungan Kecamatan;

i. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis pemerintahan
pada satuan kerja diwilayah Ketamatan;

j. Mengoordinasikankegiatan Seksi_Seksi; dan
k. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh camat

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 6
Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2' 9'-u Bagian- Keuangan, program, Evaluasi, peraporan danInformasi Teknologi.

Paragraf I
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7
(1) sub Bagran umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorangKepala sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan

urus€u1 surat men]rurat, pengarsipan, urus.ln rumah tangga,humas dan keprotokoran, - perlingkapan dan perbekalL,
pengelolaan aset, pengelolaan admihistrasi k"p.g"*ai.rr,
analisis j"bltgr, penyajian data kepegawaian dan'pJnyiapanbahan pembinaan pegawai ASN, 

- 

"Ert penyrapan L*ir"r,penyusunan laporan.
(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala sub Bigian umuri dan Kep"g"**ir'

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksana€Ln urusan administrasi surat menJrurat;
b. Pengelolaan kearsipan;
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c. Pelaksanaan urusan kerembagaan, ketataraksa.naan, rumah
tangga, perlengkapan dan aset kantor;

d. Pelaksanaan humas dan keprotokolan;
e. Pen5rusunan analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan

kebutuhan pegawai;

f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
g. Penyiapan bahan usulan pengangkatan pNS, kenaikan gqii

berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai
h. Penyelenggaraan disiplin pegawai;

i. Pen5napan bahan pembinaan pNS;

j. Pen]rusunan laporan penerapan dan pencapaian standar
Pelayanan Minimal (SpM);

k. Pen5rusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik
(SPP) dan Standar Operasional dan prosedur (Sbry;

1. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan/atau peraksanaan pengumpuran pendapat
pelanggan secara periodik yang- bertu.luan' uniuk
memperbaiki kualitas layanan;

m. Pengumpulan bahan dan penJrusunan Rencana strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan perjanjian Kinerja

n. Penyusunan l,aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP); dan

o. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan program kegiatan; dan

(3) untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (21, Kepala sub Bagran umum dan Kepegariaian
mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan operasionar pelaksanaan tugas pada sub
Bagan Umum dan Kepegawaian berdasark", prog.a* kerja
tahunan;

b. Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian
umum dan Kepegawaian dengan memberi arahan seluai
dengan bidang tugas dan permasalahannya agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan kitentuan yang berlakuJ

c. Mengkoordinasikan peraksanaan tugas ketatausahaan
berupa surat menJrurat dan melaksan"t 

"r, 
kearsipan sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku agar

terlaksananya tertib administrasi;

d. Mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusa.n rumah
tangga dan- memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-
tugas rumah tangga berjalan dengan baik;

e. Memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau
penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian
surat tepat waktu, sasar€rn dan kualitas;

f. Menyelenggarakan urus€rn keprotokolan dan penyiapan
rapat agar seluruh acara dapat berjalan lancar;
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g. Melaksanakan pen5rusunan renc€ufa kebuhrhan sarana dan
tangga,

kendaraan
keamanan

prasarana, pengurusan rumah
pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,
dan aset lainnya serta ketertiban, [eindahan dan
kantor;

Men5rusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan
kebutuhan pegawai;

Melaksanakan penJrusun€rn bahan pembinaan disiplin
pegawai;

Melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan pNS,
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi,
pengembangan karir dan cuti pegawai;

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan
dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
Mengkoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan
memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas
perlengkapan berjalan dengan baik;
Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya
tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
Membuat sara.n pertimbangan pada bidang tugas Umum
dan Kepegawaian untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
Mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan
dalam penJrusunan UKP, DUK, Karis/Karsu, Karpeg,
ASKES, TASPEN, Kenaikan Gaji Berkata, Cuti dan pensiun
pegawai ASN;

Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih
lanjut dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan
Pelaporan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan
rencana kerja;

Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan
penilaian prestasi kerja;

Melaporkan pelaksanEran tugas/kegiatan baik secara lisan
maupun terulis berdasarkan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM, EVALUASI, PEI/,PORAN

DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan
dan pengolahan rencana program dan kegiatan.

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana d.imaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan, program, Evaluasi,
Pelaporan dan Informasi reknologi menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi pembukr-ran anggaran
pengeluaran;

h.

i.

J.

k.

l.

n.

p.

q.

r.
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b. pemverilikasian pertanggungiawaban anggarEm pengeruaran;
c. penerbitan Surat perintah Membayar (SpM);
d. penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
e' penylapan bahan dan penyusuna.n rencana program dankegiatan;

f. penJrusunan Rencana Kerja Anggaran (RI(A);
g. penJrusunan dan pelaksanaan Dokumen pelaksanaan

Anggaran (DpA) dan Dokumen perubahan pelaksanaan
Anggaran (DppA);

(3) untuk melaksanakal fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2), Keplla- Sub Bagian_ Keuangan, program, Evjuasi,
Pelaporan dan Informasi reknologi menipunyai ,l*ir' t"g;" ,

a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada sub
Bagran Keuangan berdasarkan program kerja t"h;;; *g",
pelaksanaan tugas dan kegiatan- terjadwal;

b. Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan sub Bagian
Keuangan dengan memberi arahan seluai ?"rrg; [iaLs
tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

c. Melaksanakan penJrusunan bahan dan penyiapan anggaran;
d. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan

keuangan;

e. Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program
dan kegiatan;

f. Menghimpun bahan penzusunan laporan penerapan dan
pencapaian Standar pelayanan Minimal (SpMj;

g. Pen5rusunan standar pelayanan publik (spp) dan standar
Operasional dan prosedur (SOp);

h. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) dan/ atau peraksanaan pengumpuran pendapat
pelanggan._ 

. 
secara periodik yang- birtujuan' uniuk

memperbaiki kualitas layanan;
i. Men5rusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIp);

j. Pengumpulan bahan dan penyusunan Rencana strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Reda);

k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;

1. Melaksanakan perbendaharaa.n keuangan;
m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi

keuangan;

n. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja
tidak langsung dinas dan UpID;

o. Melaksanakan verifikasi keuangan;
p. Melaksanakan sistem akuntansi instansi (sAI) dan

penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan;
q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi

keuangan;
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r. Memeriksa hasil: kerja bawahan unhrk perbaikan gunapenyempurnaan lebih lanjut;
Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan
penilaian prestasi kerja;
Membuat saran pertimbangan di Bidang Keuangan untuk
mendapatlan keputusan pimpinan;
Membubuhkan paral pada naskah dinas agar terciptanya
tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskaf, Dinas;
Mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas danddup penJrusunan rancang€rn anggaran rutin danpembangunan agar rencana anggaran sesuai d.engan
kegiatan yang akan dilaksanakan;
Mengikuti jalannya pembahasan dan penJrusun€Ln anggaran
bersama unit/satuan kerja yang lain agarrencana anggaran
dapat diperjuangkan;

Menyelia kegiatan bendahara agar dapat melaksanakan
kegiatan dengan berpedoman pada administrasi keuangan
yang berlaku;

Men5rusun Rencana Kerja Anggaran (RI(A);

Men5rusun dan melaksanakan Dokumen pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen perubahan pelaksanaan
Anggaran (DPPA);

Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebihlanjut mengevaluasi kegiatan subbagian xluangan dan
Perencanaan dan untuk mengetahui kesesuaian- dengan
renca.na kerja;

Melaporkan pelaksanaan ttrgas/kegiatan baik secara lisanmaupun terulis berdasarkan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

u.

v.

x.

w.

v.
z.

cc.

dd.

bb. Menilai prestasi kery'a bawahan untuk bahan penetapan
penilaian prestasi keda;

Bagian Kedua
SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Pasal 9
(1) seksi rata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala seksi

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui
sekretaris Kecamatan dan me*punyai tugas pokok membantucamat dalam menyiapkan bahan- r,r*i""r, kebijakan danpelaksanaan penyelenggaraa-n pemerintahan yang meliputi
pengembangan otonomi daerah, politik dalam riegeri a"r,
administrasi pu.blik, kependudukan, hukum dan peirndang_
undangan, perimbangan keuangan daerah dan f,asilitasipenyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan sertamelaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku;

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala seksi Tata pemerintahan
menyelenggarakan fungsi :
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a. Pen5rusunan rencana progr€rm dan kegiatan pelayanan
penyelenggaraan pemerintatran Kecamatan;

b. Pelaksanaan pelayanan penyerenggaraan pemerintahan
ttecamatan;

c. Pelaksanaan penetapan penyerenggaraan pembinaan danfasilitasi, pemberian iekomenfrsi serta koordinasipelaksanaa.n pengumpuran data di bidang p""g"*u**r,
otonomi daerah, poritik daram negeri dan aiministrasi
publik serta kependudukan;

d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian
pengumpulan 

_data yang berkaitan dengan- hukum danperundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian
pengumpuran data yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian
pengumpyl"r, data yang berkaitan dengan-p"rry"t"rrggaraan
pemerintahan desa dan atau teturarran orfrnisasi
kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugasnya;

h. Pelaksanaan evaluasi dan peraporan pelaksanaan tugas;
dan

i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan dengan instansi terkait hlnnya;

(3) untuk_ menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {21, Kepala seksi Tata pemerint.t *r, mempunyai uraian
tugas :

a. Memberikan pembinaan Administrasi Kelurahan/Desa;
b. Memberikan pelayanan Administrasi pertanahan;

c. Memfasilitasi pembuatan peta Desa;
d. Memfasilitasi pembuatan peraturan Desa

Peraturan Kepala Desa ;

(Perdes),

e. Mgmbuat/memberikan petunjuk teknis pengelolaan
Administrasi Desa;

f. Membantu Rencana Tata Ruang Desa/Kelurahan;
g. Memberikan Pelayanan Administrasi pemerintahan

Desa/Kelurahan;

h. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan capil ;
i. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan hari hari besar
j. Memberikan petunjuk/bimbingan dalam melaksanakan

tugas Kepala Desa/Lurah;
k. Mengiventarisir data perangkat Desa /Kerurahan;
l. Membuat papan d,ata (perangkat Desa/RT dan RW serta

Kepala Dusun);

m. Memberikan petunjuk/bimbingan dalam pelaksanaan tugas
Badan Permusyawaratan Desa;
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(1)

n. Mengoordinir pembuatan KTp dan KK, Mutasi dan
mobilisasi penduduk;

o. Membuat laporan kependudukan secara berkala setiap
bulan;

p. Menghadiri pelaksanan pilkades;

q. Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
r. Membuat pengantar / rekomendasi permintaan tunjangan

aparat Desa;

s. Membuat pengantar hasil pelaksanaan pilkades

t. Membuat laporan pelaksanaan Hasil pilkades pembentukan
BPD baru maupun pergantian antar waktu;

u. Membuat data penduduk menurut usia;
v. Membuat Data Perangkat Desa, Ketua RT/RW dan Kepala

Dusun;

w. Membuat pengantar pengambilan dana penyisihan pBB dan
Dana Operasional Kelurahan;

x. Membuat rekomendasi Bakal Calon Kepala Desa;
y. Membuat Pengantar Hasil pelaksanaan pemilihan BpD;
z. Memfasilitasi proses pencalonan, pemilihan,pelantikan, dan

pemberhentian Kepala Desa; dan
aa. Membantu pembinaan/memfasilitasi pembuatan peraturan

Desa/kelurahan;

bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Ketiga
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 1O

seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dipimpin oleh
seorang Kepala seksi berada dibawah dan bertarrggung jawab
kepada camat melalui sekretaris dan mempunyai tig"J iokokmembantu camat dalam menyiapkan bahan -**r"",
kebijakan dan pelaksanaan tugas 

- camat dalam bidang
pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertibai
umum;

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaran pengendalian ketentraman danKetertiban
umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional
penegakan Peraturan Daerah dan peraturan/Keputusan
Bupati di wilayah Kecamatan;

b. Pelaksanaan pemberian perijinan, perl etapan/
penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, ."to*"nd""i,
pengendalian, pengoordinasian di bidang pertambangan
dan energi;

(2t
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c. Pembinaan peraksa.naan penJrusunan rencana dan programpengendarian operasional porisi pamong pr*a dalampelaksanaan ketentraman aan keiertiban umum sertabantuan pelaksanaan 
-operasional plrr.g.L"r, peraturan

Daerah dan peraturan/Keputusan Bupati;-
d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan

masyarakat melalui kesiagaan penanggulangan bencanaserta peningkatan sumber daya manusia satuan rinmas ;
e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan

operasional penyidikan pelanggaran peratuian Daerah
dengan instansi terkait;

f. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU
dengan instansi terkait;

g. Pengoordinasian dan pembinaan pengendalian
ketentraman dan ketertiban ,imum, kesatuan ba-ngsa danperlindungan masyarakat dengan instansi terkait; 

e

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Pelaksanaan tugas kedinasan rain sesuai dengan bidang

tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; dan
j. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umumdengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2), Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban umummempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan penertiban bersama Dinas instansi terkait:pasar, terminal, bangunan, tempat hiburan,lokalisasi danperjudian;

b. Memonitoring dan mengawasi adanya selebaran-selebaran,
serta isu-isu yang menyesatkan;

c. Menagani permasalahan keamanan dalam pilkada/ pemilu
dan Pilkades;

d. Mendata tentang keberadaan parpor, LSM, Kelembagaan
yang ada di masyarakat;
Mengawasi tentang kegiatan Organisasi
Kemsyarakatan/LSM;

Managani masalah pengaduan masyarakat persengketaan
dan perkelahian;

Memberikan rekomendasi peijinan, rjin mendirikan
bangunan dan pertambangan;

Membina dan memfasilitasi masarah Linmas Desa/
Kelurahan;

Memonitoring perkembangan IpoLEKSosBUD di wilayah
Kecamatan;

j. Memberikan. masukan /telaha,'r staf kepada pimpinan
tentang Berita-berita yang mengarah kepada g"dg";
keamanan masyarakat;

k. Melakuakan kerjasama dengan seksi lain yang menagani
pelaksanaan aper peringatan hari besar lvasi-onal

e.

ob'

h.

I
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1. Men5rusun dan membuat berkas masalah ketertiban
dengan baik; dan

Mendampingi pimpinan apabila diperlukan, dalam
melaksanakan tugas / kunjungan ke lapangan.

Bagian Keempat
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 11

(1) seksi Pemberdayan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang
Kepala seksi dan bertanggung jawab kepada camat melalui
sekretaris Kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu
camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan
pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemberdayaan
masyarakat;

(21 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan
pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. Pelaksanaan pemberian perijinanr peo etaparir/
penyelenggaran fasilitasi, pembinaan, rekomendasi,
pengendalian, koperasi, kehutanan, perkebunan,
peternakan dan perikanan;

c. Pelaksanaan penErnganan dan penanggulangan bencana;
d. Pelaksanaan pelaya.nan di bidang kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian di

bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga
sejahtera;

f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian
pemberian perijinan, di bidang peridustrian, perdagangan,
perkoperasian dan perekonomian masyarakat;

g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasionar pelaksanaan
tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan
masyarakat diwilayah Kecamatan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku ; dan

j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaa.n
masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan
Kecamatan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
ayat (2), KepaJa Seksi Pemberdayaan Masyrakat
mempunyai uraian tugas :

a. Menangani masalah pelaksanaan pen5rusuna.n
pengaturan ADD;

dan

b. Membuat data prolil dan Monografi Desa/Kelurahan;
c. Memfasilitasi kegiatan Program pemberdayaan Masyarakat

dan program lainnya (PNPM,PZDTKdan pM2L);

pada
Desa
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d' Menangani Bulan Bakti Gotong Royong, masalahpembinaan LKMD dil;
e' Membina {"" pemberd ayaan Kerembagaan Masyarakat

Kelurahan/Desa;

f. Melaksanakan program Lomba Desa;
g. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi permodalan

Usaha Ekonomi Mikro pedesaan dan Koperasi;
h. Melaksanakan pembinaan pMT AS, Kelompok usaha

Dasawisma;

i. Menagani peraksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG),
Posyantekdes dan Wartekdes;

j. Menagani bantuan Sosial dan Raskin;
k. Menangani bidang Kepemudaan, Karang Taruna dll;
1. Menangani bidang organisasi wanita, pKK Dharma wanita;
m' Menangani bidang sosiar, pengemis, gelandangan, pekerja

seks komersial dan orang grla;

Menkoordinir kegiatan keagamaan;
Membina kerukunan umat beragama;
Mengkoordinir pelaksanaan Lembaga GN_OTA;
Menangani masalah pendidikan, Kesehatan, olah Raga;
dan

Melaksankan T\rgas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagran Kelima
SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal 12

(1) seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi dan
b_ertanggung jawab kepida camat irelarui sekretaris
Kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camatdalam menyiapkan bahan rumusan kebiiakan ar"
pelaksanaan tugas camat dalam bidang pembangu-nan;

(21 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
gada ayat (1), Kepala seksi pembangunan menyelenggarakan
fungsi :

n.

o.

p.

q.

r.

a. PenSrusunan rencana program
di tingkat Kecamatan;

b. Pelaksanaan fasilitasi

dan kegiatan Pembangunan

penJrusunan
penyelenggaraan pembangunan melalui

rencana
proses

musyawarah perencanaan pembangunan;
c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan,

pengendalian dan koordinasi pengumpulan
rekomendasi,

data di bidang

penanggulangan kebakaran

perijinan, p€oetapan/
pembinaan, rekomendasi,

penataan ruang permukiman;
d. Pelaksanaa.n pencegahan dan

hutan dan lahan;
e. Pelaksanaan pemberian

penyelenggaraan, fasilitasi,
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pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidangjalan, jembatan dan pengairan; 
r e----'

f. Pelaksanaan pemberian 
- . perijinanr p€fl etapan/penyelen ggtrd, flasilitasi, pembinaan, "pemberi r&o*"ri*"i,pengawasan/pengendalian pln-sumprtr' data di bidangperhubungan serta pos dan tet.fomunikasi;

g. Pelaksanaan pemberian. penjinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, p.*birr..rr, -pembirian
rekomendasi, pengawasan/pengendalian dan koordinasi
pengumpulan data di bidang lingkungan hidup;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan rain sesuai dengan bidang
tugas,fungsi dan ketentuan yang berlaku;

i. Pelaksanaan evaruasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
j. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasara.na umum

dengan sub unit kerja lain di ringkungan Kecam atan;
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Kepala seksi pembangunan mempunyai uraian tugas :

a. Mengkoordinir/mempersiapkan pelaksanaan kegiatan
musrenbang tingkat Kecamatan, menghadiri pelaksinaan
kegiatan musrenbang di Keluruhan/D"J. ;

b' Merekap usulan rencana proyek fisik, sarana danprasarana Kantor Instansi pada saat musrenbang ;
c. Membuat laporan kegiatan pembangunan sebagai bahanpimpinan pada saat rakor dan evaluari pembangulean ;
d. Menangani masarah ekonomi, pertanian, perkebunan,

kehutanan, peke{aan umum, petenakan, ^ lil;d;g",
hidup, Sumber Daya Alam ;

e. Membuat peta dan data masalah potensi-potensi yang adadi Kecamatan;

f. Melaksanakan monitoring dan evaruasi pelaksanaan
pembangunan di wilayah Kecamatan;

g. Membuat rekomendasi/perijinan masalah jalan, jembatan,
pengairan, 

- 
perhubung€rn serta pos telekomunikasi,

lingkungan hidup, penata ruang dan iermukiman;
h. Memelihara masalah sarana dan prasarana umum; dan
i. melaksanakan tugas lain dari pimpinan

Bagran Keenam
SEKSI ADMINISTRASI

Pasal 13
(1) seksi Administrasi _dipimpin oleh seorang Kepala seksi danb-ertanggung jawab kepada camat ineralui sekretaris

Kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camatdalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan J"r,pelaksanaan tugas camat daram bidang p"rglloh"., danpemelihara€Ln prasarana umum;

Page 16 of 18



(2) untuk melaksanakan tuge.s pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Kepala seksi Ad*irrirtrri menyelenggarakanfungsi :

a. Pengoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat
Daerah lainya diwilayah kecamatai;

b. Pelaksana pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan
dokumentasi dan kearsipan kepaaa sub unii k;{r; diwilayah Kecamatan;

c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dankepegawaian dengan iub 
- unit kerja lain ai#i"i"t

Kecamatan;

d. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di wilayah
Kecamatan;

e. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan

dokumentasi dan kearsipan 
-keiadl 

sub unil t r:" ailingkup Kecamatan; dan
g. Pengoordine.sian- pengelolaan administrasi kepegawaian

Perangkat Daerah rainnya di wilayah Kecamatan;
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala seksi Administrasi mempunyai urai"" t g"'r-,
a. Melaksanakan pelayanan Administrasi umum kepada unitunit kerja yang ada diwilayah Kecamatan;
b' MelakukErn pengeloraan, pelayanan dan pengumpuran data:urusan umum, kepegawaian, perlengkapan lp"ritat^r, serta

keuangan pada unit unit kerja diwilayah Kecamatan;
c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
d. Mendata/menghimpun kebutuhan

kelengkapan serta peralatan kebutuhan
unit kerja yang diwilayah Kecamatan;

perlengkapan,
secara umum pada

e. Mendata dan menghimpun masalah raporan keuangan
yang dilaksanakan oleh unit kerja di wilayah r"".ma6n;
dan

f. Menghimpun dokumentasi dan kearsipan diwilayah
Kecamatan;

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang Jabatan Fungsione.l y€,ng terbagi ialam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang teafrfannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
lyat (t), dipimpin oleh seorang !"".s" fungsional senior ^v"rrs
ditunjuk dan bertanggung jawab kepada serietaris Daerahl

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beba" r..tq J#
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{4} Jenis Jabatan Fungsionar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan
yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15
(1) Dalam melaksanukel tugasnya camat, sekretaris, Kepala seksi sertapemegang Jabatan. Fungsionar wqi ib. menerapkan' prinuip riooroinasi,

infsrlsi, implikasi dan sinkronislsi secara vertikal serta horizontalbaik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengantugas pokok dan fungsi masing_masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhipetunjuk-petunj uk dan bertanggungj awab-kepad" it""*rrrry" masing_masing serta menyampaikan laporan tepat pada *ar.tu"ya. - 

-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

pasal 16
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan BupatiKatingan Nomor 2r rahun 2o.g? ientang Trrgas pokok dan FungsiKecamatan dan Kelurahan Kabupaten 

" Katlngan @erita DaerahKabupaten Katingan Tahun 2oog Nlmor z1) dicibut dan dinyatakantidak berlaku. ' -

pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pengundangan
Berita Daerah

4g* setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
P-eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

P31" tanggal, zJ Deaeabor 2o16
BUPATI KATINGAN,

Diundangkan
H. AHMAD YANTENGLIE

pada tanggal,

KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN

BAGIAN HUKUfldtr

NIKODEMUS
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(4) Jenis Jabatan Fungsionar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan
yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15
(1) Dalam melaksanakln tugasnya camat, sekretaris, Kepara seksi sertapemegang Jabatan Fungsional wajib. menerapkan'prin"ip r.ooroinasi,

intgsrls-i, implikasi darr sinkronisasi secara iertikal serta horizontalbaik dalam lingkungan Kantor maupun instansi rain sesuai dengantugas pokok dan fungsi masing_masing.
(2) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhipetunjuk-petunjuk dan bertanggungj awab kepada atasannya masing_masing serta menyampaikan laporan tepat pada *"t turry.i -'

Pasal 16
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan BupatiKatingan Nomor 2r rahun 2o9g ientang 'r.rg*" pokok dan FungsiKecamatan dan Kerurahan Kabupaten" Katlngan tBerita DaerarrKabupaten Katingan Tahun 2oog Nlmor zil-ai""uut dan dinyatakantidak berlaku. --l

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

pasal 1Z
Peraturan Bupati ini murai berlaku pada tanggal diundangkan.

fs"t setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
l_elaturan Bupati ini dengin penempatannya dalamKabupaten Katingan.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 25 - Deeamber - A016

Diundangkan di
pada 21 * Dc:cmber - 2O16

SEKR KABUPATEN KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR lr+a

H. AHMAD YANTENGLIE

NIKODEMUS
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